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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, 

sosialisasi kebijakan, dan digital taxation terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). Penelitian ini didasari oleh implementasi kebijakan baru di 

Indonesia PMK 136 Tahun 2023 yang mengintegrasikan NIK sebagai NPWP, 

dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan memperluas 

basis pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data 

regresi linier berganda menggunakan 100 sampel wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat untuk menguji hubungan antara variabel 

independen (pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan, dan digital taxation) dengan 

variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Pengumpulan data dilakukan 

menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda berdasarkan uji statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan SPSS versi 25. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan pajak, sosialisasi 

kebijakan, dan digital taxation secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak yang baik membantu wajib pajak 

memahami hak dan kewajiban mereka, sementara sosialisasi kebijakan yang efektif 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya 

pemadanan NIK-NPWP. Selain itu, implementasi digital taxation mempermudah 

proses administrasi dan meningkatkan transparansi yang pada akhirnya mendorong 

kepatuhan wajib pajak.  
 

Kata Kunci: NIK-NPWP, pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan, digital taxation, 

kepatuhan wajib pajak 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to examine tax knowledge, policy socialization, and digital 

taxation on taxpayer compliance in the process of matching the National Identity Number 

(NIK) with the Taxpayer Identification Number (NPWP). This research is based on the 

implementation of the new policy in Indonesia, PMK 136 of 2023, which integrates NIK as 

NPWP, with the aim of simplifying tax administration and expanding the tax base. This 

study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis using 100 

individual taxpayer samples registered at KPP Pratama Denpasar Barat to examine the 

relationship between independent variables (tax knowledge, policy socialization, and 

digital taxation) and the dependent variable (taxpayer compliance). Data collection was 

carried out using questionnaires distributed to respondents. The data analysis technique in 

this study uses multiple linear regression analysis based on descriptive statistical tests, 

classical assumption tests, and hypothesis tests using SPSS version 25. The results of the 

study show that simultaneously, tax knowledge, policy socialization, and digital taxation 

have a significant positive effect on taxpayer compliance. Good tax knowledge helps 

taxpayers understand their rights and obligations, while effective policy socialization 

increases taxpayers' awareness and understanding of the importance of NIK-NPWP 

matching. Additionally, the implementation of digital taxation simplifies administrative 

processes and enhances transparency, ultimately encouraging taxpayer compliance. 

 

Keywords: NIK-NPWP, tax knowledge, policy socialization, digital taxation, tax 

compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, kontribusi utama terhadap pendanaan negara berasal dari 

sektor perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan [JDIH BPK RI], 2021). 

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), pemasukan dari pajak dianggap sebagai kontributor terbesar dalam 

hal pendapatan, lebih dominan dari sumber lainnya (Widnyaningdias, 2022). 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman Kementerian Keuangan, 

realisasi pendapatan negara dari bidang perpajakan selama periode 2021 

sampai 2023 menjadi sumber pendapatan utama dibandingkan dua sumber lain 

yang ada, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1  

Realisasi Penerimaan Negara 2021-2023 (dalam miliar rupiah) 

Sumber: Kementerian keuangan, tahun 2023 

SUMBER 2021 2022 2023 

Penerimaan Pajak 1.547.841 2.034.553 2.118.348 

Penerimaan Bukan Pajak 458.493 595.595 515.801 

Penerimaan Hibah 5.013 5.696 3.100 

TOTAL PENERIMAAN 2.011.347 2.635.843 2.637.249 
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Pemerintah setiap tahunnya berharap dapat memajukan ekonomi 

nasional melalui peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan. Pemerintah 

berharap bahwa pendapatan sektor pajak dapat meningkat setiap tahunnya 

mengalami kenaikan tahunan (Widnyaningdias, 2022). Keterlibatan serta 

dukungan dari masyarakat merupakan elemen krusial dalam mencapai tujuan 

penambahan penerimaan pajak tersebut. 

Pemerintah berupaya meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dengan cara melakukan perubahan dalam sistem perpajakan dengan cara 

pengimplementasian Single Identity Number (SIN) yang dijalankan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena dapat memenuhi asas kesederhanaan 

dan kemanfaatan (Novia et al., 2023). SIN digagas oleh pemerintah dengan 

rencana sebagai platform menuju identitas tunggal warga Indonesia (Siregar, 

2017). Implementasi sistem ini diharapkan dapat mempermudah administrasi 

di bidang perpajakan dan memperkuat basis data pemerintah (Pabeta et al., 

2023). 

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 2 ayat (1) huruf a 

menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan berfungsi juga 

sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penggunaan NIK sebagai NPWP 

merupakan salah satu upaya reformasi administrasi di bidang perpajakan. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 

menyebutkan bahwa NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik 

atau khas dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk 
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Indonesia, sedangkan NPWP dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2009 adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai 

tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya (Satriya et al., 2023). 

Menurut ketentuan yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yang dikenal 

dengan nama Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 yang mengatur tentang NPWP untuk 

Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi 

Pemerintah, telah dimulai secara resmi integrasi NIK sebagai NPWP. 

Pengumuman tentang inovasi ini dilakukan pada tanggal 19 Juli 2022, 

bertepatan dengan Hari Pajak. Transisi ke sistem baru ini direncanakan akan 

dilangsungkan secara bertahap sampai dengan penutupan tahun 2023 dan 

dijadwalkan untuk implementasi penuh per tanggal 1 Januari 2024 (Aadiyaat, 

2023).   

Dikemukakan bahwa integrasi sistem administrasi perpajakan dengan 

data kependudukan akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi hak 

serta kewajiban perpajakan mereka (Mohamad et al., 2022). Sebuah sistem 

administrasi perpajakan yang lebih efisien diharapkan akan memperlebar basis 

perpajakan. Penggunaan NIK sebagai NPWP diyakini akan menguntungkan 

pemerintah dan wajib pajak. Dengan menerapkan satu nomor identifikasi untuk 

berbagai kebutuhan akan disederhanakan.  
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Peningkatan kesadaran perpajakan dalam kalangan masyarakat Indonesia 

dapat diamati setiap tahun, yang tercermin melalui peningkatan rasio kepatuhan 

wajib pajak sepanjang tiga tahun terakhir, seperti yang diilustrasikan pada Tabel 

1.2 berikut. 

Tabel 1.2 

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 

URAIAN 2020 2021 2022 

Badan 60,16% 61,27% 67,15% 

Orang Pribadi Karyawan 85,41% 98,73% 93,71% 

Orang Pribadi Non Karyawan 52,44% 45,53% 69,11% 
Sumber: Laporan Tahunan 2022 DJP 

Berdasarkan informasi yang tertera dalam Tabel 1.2, terdapat kenaikan 

signifikan dalam rasio patuhnya wajib pajak dari tahun 2021 sampai dengan 

2022, yang mencakup badan usaha, individu non-pekerja, dan individu yang 

berstatus sebagai pekerja. Namun, hal tersebut belum memenuhi target 

pemerintah dalam proses integrasi NIK menjadi NPWP. Pemerintah telah 

menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2024, NIK akan digunakan sebagai NPWP. 

Berdasarkan pernyataan dari Dwi Astuti, yang menjabat sebagai Direktur 

Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di Direktorat Jenderal 

Pajak Kementerian Keuangan, telah diumumkan bahwa pemerintah sudah 

menetapkan agenda baru untuk implementasi yang akan memfasilitasi 

penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP secara keseluruhan untuk warga 

negara Indonesia. Berlandaskan perubahan yang diintegrasikan dalam 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023, yang diperbarui 

dari peraturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 112/PMK.03/2022 yang 

mengatur tentang NPWP untuk Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib 
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Pajak Instansi Pemerintah, jadwal pelaksanaan NIK sebagai NPWP kini telah 

ditunda. Semula dijadwalkan pada 1 Januari 2024, pelaksanaannya kini 

dipindahkan menjadi 1 Juli 2024. 

Per tanggal 7 Desember 2023, telah tercapai pemadanan antara NIK dan 

NPWP sebanyak 59,56 juta. Dari jumlah tersebut, sistem telah berhasil 

melakukan pemadanan sebanyak 55,76 juta, sedangkan 3,80 juta lainnya 

dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Secara total, pemadanan ini 

meliputi 82,52% dari seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (DJP, 

2023). Sedikitnya jumlah pemadanan mandiri oleh WP menyebabkan proses 

pemadanan NIK menjadi NPWP berlangsung cukup lama. 

Menurut Zulma (2020), pengetahuan mengenai perpajakan, sering 

diidentifikasi sebagai pengetahuan pajak, memiliki peranan krusial dalam 

mendukung wajib pajak agar dapat merumuskan dan melaksanakan langkah- 

langkah esensial yang berkontribusi pada pemenuhan kewajiban serta 

pemanfaatan hak-hak perpajakan mereka. 

Penelitian dengan judul “Tax in the Minds: Representasi Kognitif – Sosial 

Tentang Pajak” mengeksplorasi bahwa perspektif subjektif individu dan 

kolektif tentang pajak merupakan komponen penting dalam memahami 

perilaku perpajakan. Namun sayangnya, penelitian yang relevan masih jarang 

dilakukan di Indonesia sendiri. 

Bagi masyarakat, pengembangan strategi edukasi perpajakan yang jelas, 

mudah dipahami, dan informatif akan membantu meningkatkan pengetahuan 

mereka tentang informasi perpajakan secara tepat dan memadai. Hal ini, pada 
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gilirannya, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela masyarakat 

dalam berkontribusi melalui sektor pajak (Susilawati et al., 2022). Dikarenakan 

belum terpenuhinya pengetahuan mengenai regulasi pajak oleh sejumlah wajib 

pajak, mereka belum dapat melaksanakan tugas dan menyadari keuntungan 

yang diperoleh dari penerimaan pajak (Mariani et al., 2020). Pemahaman akan 

kebijakan perpajakan yang baik akan membantu wajib pajak memahami 

manfaat dari pemadanan NIK menjadi NPWP.  

Langkah-langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

menyebarkan pengetahuan dan informasi mengenai aspek-aspek perpajakan 

kepada masyarakat, termasuk wajib pajak, meliputi elemen-elemen seperti 

prosedur dan regulasi pajak. Kegiatan ini dilaksanakan dengan strategi yang 

sesuai dan termuat dalam rangkaian sosialisasi kebijakan digital taxation serta 

integrasi NIK ke dalam NPWP. Ini sesuai dengan temuan penelitian oleh 

Mariani et al. (2020). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan 

sosialisasi yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak selalu 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam konteks 

pengetahuan pajak. 

Dalam kajiannya, Andriani (2023) menyatakan bahwa ada dampak 

positif dari sosialisasi kebijakan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Dari perspektif yang berbeda, penelitian yang dipimpin oleh Firmansyah et al. 

(2022) menunjukkan temuan yang menunjukkan bahwa sosialisasi  kebijakan  

pajak  diprediksi  memiliki  dampak  negatif  pada kepatuhan para wajib pajak. 

Inkonsistensi dari temuan ini menunjukkan kebutuhan untuk melakukan 
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pemadanan data lebih lanjut dan menguji kembali pengaruh sosialisasi 

kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi aturan perpajakan 

yang kurang menyeluruh kepada setiap Wajib Pajak juga dapat menyebabkan 

mereka tidak mengetahui kebijakan perpajakan terbaru. 

Digital Taxation merupakan fondasi penting dalam implementasi 

kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP. Digitalisasi memengaruhi 

kebijakan dan administrasi pajak di dalam dan luar negeri dengan 

menghadirkan sistem baru dan masalah baru. Dalam usaha memajukan 

infrastruktur teknologi perpajakan yang dimiliki, Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) selaku regulator fiskal di Indonesia menghadapi tantangan yang 

disebabkan oleh gangguan digital (Tambun et al., 2020). Penelitian dari 

Arimbhi et al.(2021) mengungkapkan bahwa digital taxation memiliki potensi 

signifikan di Indonesia dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh 

karena itu, pemerintah telah meresmikan serangkaian regulasi untuk mencapai 

sasaran tersebut. Sementara itu, penelitian dari Tambun et al. (2020) 

menyimpulkan digital taxation tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak, 

karena digital taxation berkembang pesat di Indonesia. 

Perilaku kepatuhan pajak bagi individu menjadi sebuah dilema sosial 

antara kepentingan pribadi untuk memaksimalkan keuntungan dan 

meminimalkan kerugian yang berlawanan dengan sebuah kewajiban moral 

yang berkonsekuensi hukum. Fenomena serta research gap yang terjadi 

menunjukkan perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait pengaruh 

pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan dan digital taxation terhadap 
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kepatuhan wajib pajak, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Kebijakan, dan Digital Taxation Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Proses Pemadanan NIK – NPWP”. 

B. Rumusan Masalah 

Adanya informasi perpanjangan proses pemadanan NIK menjadi NPWP 

hingga bulan Juli 2024 menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mengulas 

lebih dalam. Adapun rumusan permasalahan pada penelitian berikut ini: 

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP? 

2. Apakah sosialisasi kebijakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP? 

3. Apakah digital taxation berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

proses pemadanan NIK menjadi NPWP? 

4. Apakah pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan, dan digital taxation 

secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses 

pemadanan NIK menjadi NPWP? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian konkret dan tetap fokus masalah yang akan diteliti, 

penulis membatasi tidak sampai dengan efektivitas pelaksanaan peraturan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pasal 2 ayat (1) huruf a dengan 

pertimbangan efektivitas peraturan dapat diukur setelah satu tahun 

pelaksanaan. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP. 

b. Untuk mengetahui apakah sosialisasi kebijakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP.  

c. Untuk mengetahui apakah digital taxation berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP. 

d. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan, dan 

digital taxation secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP. 

2. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Otoritas Pajak 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini otoritas pajak 

selaku pelaksana peraturan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi 

pelaksanaan kewajiban perpajakan serta sebagai landasan menyusun 

kebijakan perpajakan selanjutnya. 

b. Politeknik Negeri Bali 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

kajian ilmu dan pengetahuan di bidang perpajakan. Serta dapat 



  10 

 

 

 

memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang 

akan melakukan penelitian sejenis. 

c. Mahasiswa 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan pada 

tema yang sejenis untuk dapat dikembangkan. Serta dapat memberikan 

data yang berguna untuk memperluas pengetahuan serta pemikiran 

tentang analisis kebijakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, maka 

kesimpulan yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi 

kebijakan, digital taxation terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses 

pemadanan NIK menjadi NPWP pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP.  Hal 

ini berarti semakin meningkatnya pengetahuan pajak  dimiliki oleh wajib 

pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam proses 

pemadanan NIK menjadi NPWP 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sosialisasi kebijakan   

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi 

NPWP. .Hal ini berarti semakin baiknya sosialisasi kebijakan, maka akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK 

menjadi NPWP 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara digital taxation terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP . Hal 

ini berarti semakin baiknya digital taxation, maka akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP 

4. Terdapat pengaruh simultan antara pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan 

dan  digital taxation terhadap Kepatuhan wajib pajak Dalam proses 
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pemadanan NIK menjadi NPWP. Hasil ini berarti pengetahuan pajak, 

sosialisasi kebijakan dan  digital taxation secara nyata dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP. 

B. Implikasi  

Implikasi yang dapat dijabarkan berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1. Hasil penelitian dapat dijadikan suatu pertimbangan oleh pemerintah 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK 

menjadi NPWP. Pertimbangan ini dapat berkaitan dengan hasil penelitian 

ini di mana pada penelitian ini variabel pengetahuan pajak, sosialisasi 

kebijakan dan digital taxation dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP, Sehingga pemerintah 

diharapkan dapat lebih berfokus pada sosialisasi kebijakan dan  digital 

taxation. 

2. Teori kepatuhan yakni teori yang digunakan dalam penelitian ini  dapat 

dijadikan acuan terhadap penelitian lainnya yang mengambil topik yang 

sama. Di mana hubungan teori kepatuhan (Compliance Theory) dengan 

penelitian ini adalah berkenaan dengan perilaku individu yang dipengaruhi 

aturan yang ditetapkan. Implementasi Single Identity Number (SIN) 

sebagai sistem identitas tunggal dapat memengaruhi motivasi wajib pajak 

untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. 

3. Teori atribusi yakni teori yang digunakan dalam penelitian ini  dapat 

dijadikan acuan terhadap penelitian lainnya yang mengambil topik yang 
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sama, di mana teori atribusi dijadikan sebagai acuan dasar dalam penelitian 

ini karena adanya fenomena faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak dalam proses integrasi NIK menjadi NPWP yaitu pemahaman 

pajak, sosialisasi kebijakan dan digital taxation. Adanya keselarasan 

antara pengetahuan pajak yang didapatkan oleh wajib pajak melalui 

sosialisasi kebijakan dan digital taxation yang memadai memungkinkan 

adanya kualitas pelayanan yang baik untuk publik sehingga proses 

administrasi perpajakan yang akan diselesaikan oleh wajib pajak menjadi 

lebih efisien, artinya lebih mudah, cepat, dan tidak merepotkan bagi wajib 

pajak. 

C. Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka 

peneliti mengajukan saran antara lain:  

1. Bagi Pemerintah 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pengetahuan pajak, sosialisasi 

kebijakan, dan digital taxation memiliki pengaruh yang positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi 

NPWP, maka dapat disarankan, untuk meningkatkan pengetahuan pajak 

diharapkan dapat melaksanakan edukasi dan sosialisasi pajak secara masif 

dan menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti 

Seminar dan workshop, Kampanye di media massa, Pemanfaatan media 

sosial dan Edukasi pajak di sekolah dan perguruan tinggi. Dari segi 

sosialisasi kebijakan diharapkan dapat memperkuat Sosialisasi Kebijakan 
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dengan cara menjelaskan secara rinci dan mudah dipahami mengenai 

kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hal ini dapat dilakukan melalui 

publikasi informasi di website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 

penyediaan layanan informasi dan konsultasi pajak. Untuk mengembangkan 

Digital Taxation diharapkan dapat membangun sistem perpajakan yang 

berbasis digital yang mudah digunakan dan diakses oleh wajib pajak. Hal 

ini dapat dilakukan dengan mengembangkan situs pajak yang mudah 

dipahami. 

2. Bagi Wajib Pajak  

Wajib pajak diharapkan dapat memahami manfaat dari pemadanan 

NIK menjadi NPWP. Memanfaatkan Digital Taxation dengan menggunakan  

layanan perpajakan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.  

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan pada peneliti selanjutnya tidak berpaku pada faktor-faktor 

dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan dan 

digital taxation, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan  Peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat menambahkan atau menggunakan subjek penelitian lain. 
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